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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui sejauh mana implementasi standar pelayanan
minimal (SPM) bidang Kesehatan yang telah dilakukan oleh Puskesmas Ngagel Rejo Kota
Surabayva sebagai Upava meningkatlkan pelavanan. Pada tahuon 2019 berdasarkan Peraturan
Kementerian Kesehatan No.4 (pazal 2 ayat 5-7) berbunyi “Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan
dilaksanakan pada pelayanan Kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemeriniah daerah,
maupun swasia Pelayanan dasar yang sebagaimana vang dimalksud dilaksanakan oleh tenaga
Eesehatan sesual denpan kompetensi dan kewenamean Selain oleh femasa medis vang dimakrud
wituk jenis pelayanan dasar terfentu dapat dilakukan oleh kader Kesehatan vang terlatih di luar
Jasilitas pelavanan Kesehatan di bawah pemgawasan tenaga Kesehatam™. Melalui Peraturan
Menteri Kesehatan ini mengakibatkan adanya perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP)
dimana perubahan-perubahan tersebut mens-arahlan kepada pelavanan Eezehatan vang lebih
baik.

Penelitian 1n1 merupakan penelitian kmalitatif dengan metode deskriphf kualitatif yang
menggunakan pengumpulan data seperti wawancara, dolumentasi, dan kajian teori. Hasil
penelitian ind, prozes Implementasi Standar Pelavanasn hMinimal (SPL) bidans Kesehatan pada
Puskesmas 1ni sudah berjalan baik, i1 biza dilthat dar tingkat keramaian pengunjung yang ada di
Puskesmas Ngagel Rejo, pelayanan lebih tertata, fleksibel, dan para staf sudzh kompeten, namun
masih perlu adanya penambahan staf operator komputer demi meningkatlan pelayanan kesehatan
maupun pelayanan informasi yvang berbasis digital

Kata Kunci : Peraturan Menteri Kesehatan, Implemenatsi SPM bidang Kesehatan,
Puskesimas Ngagel Rejo.

Latar Belakang

Fasilitaz Pelayanan Kesehatan adalah svatu tempat vyang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelavanan kesehatan bailk promotf, preventif lwmratif maupun
rehabilitatif vang dilakulsn oleh pemerintah. pemerintah daerah dan/stan masvaraleat. Pusaf
Kesehatan Masyarakat atan bisa dizebut dengan Pusleesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan
yvang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat
pertama_ dengan lebih mengutamalkan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Eota Surabaya yang dimana ibukota provine: Jawa Timur dzn merupakan salah zatu
kota terbesar kedua setelah Jakarta juga sangat dituntut uatul memberikan pelayanan yang
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maksimal dalam setiap kegiatan admimistrasi kota niva. Ini juga menyanglut pelayvanan dalam
bidang kesehatan Kota Surabaya yang memilils total 63 Puskesmas dan 59 meliputi Bumah Sakit
Umum Daerah (RSUD), Fumah Sakit Swasta (RS8) serta 1 Dinas Kesehatan KotaKabupaten
(DEK) vang tersebar di seluruh wilayzh Surabaya, dengan kapasitas vang dimiliki dan tergolong
batryaknya Instansi Pelayanan Kesehatan dikota Surabava il menjadi tangzung jawab besar
Pemerintah Kotz (Pemkot) Surabaya dalam menciptzkan dan memberikan sebuah pelayanan
kezehatan vang prima.

Pembangunan kesehatan sebebagal bagian dan upaya pembangunan nasional yang
menyeluruh, tearah, terpadu dan berkesinambungan dan untuk memuvwujudkan kesejahteraan
rakoyat di seluruh Indonesia, ini juga merupakan sebuah tugas vang harus diemban oleh Pemerintah
Kota (Pemkot) Surabaya. Dalam menjalankan tugasnya Pemenntah Kota (Pembot) Surabaya
dibantu oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya (DEKS) memiliki target dan penjabaran tugas
sebagal beribout : (1) Perumusan kebgjakan teknis di dibidang kesehatan; (2) Penyelenggaran urusan
pemerintah dan pelayanan umum; (3) Pembinaan dan pelayanan tugas di bidang kesehatan; (4)
Pengelolaan ketatausahaan dinas; (3) Pelaksanazn tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
dengan tugas dan fungsinya Puskesmas merupakan Unit Telmis Dinas (UPTD) kesehatan
kabupaten'kota vang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuato
wilayah.

Puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di
Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten'kota yvang bertanggungjawab
menyelengearalan pembangunan kesehatan di suatan wilavah kerja (Deplkes, 2011, Puskesmas
merupakan kesatuan organizasi fungsional vang menyelenggarakan upaya kesehatan vang bersifat
menyeluruh, terpadu, merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta
aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan tekneclogi tepat
guna, dengan biava vang dapat dipilul oleh pemerintah dan masvarakat luaz guna mencapai derajat
keszehatan yvang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan (Deples, 2009).

Puskesmas sebagail pusat pelayanan kesehatan strata pertama menyelenggarakan
kegiatan pelayannan kesehatan fingkat pertama secara terpadu, menyelumuh, dan
berkesinambungan yang melipui pelayanan kesehatan perorangan (private goods) dan pelayanan
kesehatan masyarakat (pudlic soods). funzsi Puskesmas itu sendirt mencaloup (1) Pusat pengeralk
pembangunan berwawasan kesehatan; (2)Pusat pemberdayaan masyarakat dan kelvarga dalam
pembangunankesehatan;dan (3) Pusat pelayanan kesehatan tinglkat pertama_

Terkait tugas dan fongzinya yang selalu bethubungan dengan pelayanan pada masyarakat
dalam bidang kesehatan maka perlu diterbitkan sebuah standar pelayanan prosedur. Dalam upaya
memberikan pelayvanan jasa kesehatan Puskesmas dan mencoba untuk menghindan ketimpangan,
pelaksanaannya harus memililki standar pelayanan mimimal vang dapat diterapkan bidang
kesehetan Dengan bantuan SPM, diharaplkan daerah dapat memberikan pelayanan kesehatan yvang
lebih baik, termasuk memperhatiban pelayanan kesehatan dasar di setiap puskesmas, sebagal
tindak langut dari implementazi SPA vang telah ditetapkan pemerintah. Mengacu pada prinsip-
prinsip SPM, seperti prinsip transparansi, terukur, bervujud, progresivitas dan akuntabilitas (PP
No. 65 Tahun 20035).
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Sejak tahun 2005 telzh diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2003 yang memuat
ketentuan tentang penjabaran dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (S5PM) bahkan
ditegasian oleh Menteri Dalam Negern Mo, 6 Tahon 2007 tentans pemjabaran dan penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan bimbingan telmis. Tetapkan standar pelayanan minimal.
Menurut Pemendagri No. 6 Tahwn 2007 (Pasal 1 Avyat 8), Standar Pelayanan Minimal (SPM)
adalah peraturan tentang sifat dan mutu pelayanan dasar vang merupakan uwrusan wajib daerah
vang selurang-lmrangnva menjadi hak penduduk. Kemndian (10) menvataksn bahwa indikator
{SPM) adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif vang digunakan untuk menggambarkan besaran
sasaran dan pencapaian SPM dalam hal masukan, proses, kelvaran, hasil dan/atan manfaat
pelayanan dasar.

Kebijakan mengenai SPM mengalam: perubahan dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagar pelaksanaan
ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dengan kebijakan ini SPM Bidang Kezehatan mengalami perubahan yang culoup jelas dan SPM
sebelumnya yang mendefinisikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Standar Pelayanan Minimal Kemudian didukung oleh Peraturan Menter: Kesehatan No. 4 Tahun
2019 pazal 2 avat 3 zampai 7 vang menjelazkan © Pelayanan dasar SPM Kesehatan pada fasilitas
pelayanan Kesehatan bail: milik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta. Pelayanan
dazar zebagaimana yang dimalksud dilaksanalkan cleh tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi
dan kewenangan Selain oleh tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud untuk jemis pelayvanan
tertentu dapat dilabulcan oleh kader Kesehatan terlabih di luar fasilitas pelayanan Kesehatan
dibawah pengawasan tenaga Kezehatan™.

Implementasi SPM juga juga menjadi sangat stretegis dan sinkron dalam pelakasaan
Jaminan Kesehatan Nazional (JEN). Implementasi SPM akcan memperkuat z1s1 promotif-preventif
sehingza diharapkan akan berimpas pada penrunan jumlah kasus kuratif vang hams ditanggung
oleh JKN. Dalam ranglah penerapan SPM diperlukan untuk mengimplementasilan SPM di
bidang kesehatan Ini menjelaskan prosedur operasional pencapaian SPM bidang kesehatan di
tingkat provinsikabupatenlota dan menjadi acuan bagi pemerintah daerah  dengan
memperhatikan kapabilitas dan potensi daerah.

Maka berdasarkan varaian diatas, menjadi daya tank peneliti untuk melakukan penelitian
dengan judul * Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Sebagai Upaya
Memingkatkan Pelayanan Pada Puskesmas Ngagel Fejo Kota Surabaya Dan Faktor Yang
Mempengaruhi™.

Kajian Pustaka
1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Peraturan Menter: Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Tekmis Pemenuhan Muto
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Mmnimal Bidang kesehatan Standar Pelayanan Minimal
Bidang kesehatan diatur Peraturan hdenteri Kesehatan 43 tahmn 2016 tentang Standar Pelavanan
Minimal Bidang Kesehatan dan sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
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TAIMENKESPEE/VIL2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten'Kota dengan pelayanan kesehatan vang meliputi jenis pelavanan beserta indikator
kinerja dan target tahun 2010 — tahun 20135 vang terdiri dari pelayvanan kesshatan dasar, pelavanan
kesehatan rujukan, penyelidikan epidemioclogi dan penanggulangan kejadian luar biasaKLE dan
promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Peraturan menteri Kesehatan Nomor 4 tahun
2019 tentang Standar Pemenuhan Telniz Muto Pelayanan Dazar Pada Standar Pelayanan Mintmal
(SPLI) Bidang Keschatan vang berlalon pada tanggal 1 Januari 2019 terdiri atas SPA kezehatan
daerah provinsi dan SPM kesehatan daerah kabupaten / kota. Untuk 3PM kesehatan daerah
provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampalk kriziz kesehatan akibat
bencana dan‘atau berpotensi bencana provinsi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada
kondizi kejadian Iuar biaza provinsi sedangloan SPM 167 kesehatan daerah kabupaten kota terdiri
atas dua belas indikator yvaitu pelayanan kesehatan ibu hamil pelayanan kesehatan ibo bersaling
pelayanan kesehatan bayt baru lahir, pelayanan kesehatan balita pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dazar, pelayanan kesehatan pada vsia produktif, pelayanan kezehatan pada usia lanjut,
pelayvanan kesehatan penderita hipertensi, pelayvanan kesehatan penderita diabetes mellifus,
pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga
tuberkulosis dan pelayanan kesehatan crang dengan risiko terinfielesi virus yvang melemahkan daya
tzhan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Vius) Dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Momor 4 Tahun 2019 Pazal 4 juga berbunvi “Capaian kinerja Pemerintah Diaersh dalam
pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan hams 100%
{zeratus persen)” dan 3PM selurang-lurangnya mempunyai dua fungs vaitu (1) memfasilitas:
Pemerintah Daerah untuk melakulkan pelayanan publik vang tepat bagi masyarakat dan (1) zebagai
inztrumen bagi masvarakat dalam melsbukan kontrol terhadap kinerja pemerintsh dalam
pelayanan publik bidang kesehatan Standar Pelayanan Mimimal adalah ketentuan mengenai jenis
dan mutu pelayanan dasar minimal yvang merupakan wosan pemerintzhan wajib yang berhalk
diperoleh setiap warga negara.

2. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan keschatan adalah segala upaya yang dilalukan oleh perorangan atau kelompok
organizasi uniuk memelihara dan memingkatkan kesehatan mencegzh dan menyembuhkan
pemyalit, serta memulihkan kesehatan perseorangan_ keloarza kelompok dan masyarakat (Deploes
EI 2009). Selain 1to, pelayanzn kesehatan juga didefinisikan sebagai subsistem pelayanan
kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promost
(peninglkatan kesehatan) yang berorientasi pada magyarakat (Notoatmojo).

Memurut Azwar (1994:48-49)  secara wumum strafifikasi  pelayanan kesehatan dapat
diklasifikazikan menjadi tiga jenis, vaitu:
1) Pelzyanan Kesehatan Dasar (Primary Health Service) adalah pelayanan kesehatan dasar yang

sangat dibutuhlzan oleh masyarakat dan mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyvarakat.

2) Pelayanan kesehatan tingkat kedva (Secondar Health Service) adalah pelayanan kesehatan
institusional vang memerlukan tenaga khusus untulk memberikean pelayanan kesehatan

3) Pelayanan kesehatan ketiga (Tertiary Health Service) adalah pelayanan kesehatan yvang lebih
kompleks yang membutuhkan tenaga subspesialis untulk memberikan pelayanan kesehatan
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2. Teori Implementasi

Jomes (1984 0 12) mengartikan implementas kebyjakan sebagar “geffing the job done and
doing it". Pengertian ini memupakan pengertian yvang sederhana tetapi tidak berarti bahwa
implementasi mempakan suatu prozes kehijakan vang dapat dilalzanalkan dengan mudah Dalam
pelaksanaznnya, menurit Jones menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana,
vang dan kemampuan crganisasicnal. Implementasi kebijakan publik menekankan pada tindakan
baik yang dilakukan cleh pithak pemermtah maupun mndividu, kelompok atau pihak swasta yang
diarahlan untuk mencapai tojuan vang telah ditetapkan dalam keputusan kebijalcan. Implementasi
kebijakan pada dasarmya juga mengubur alcan keberhazilan atau kegagalan suato hasil kebijakan
vang secara nyata dilakzanakan dilapangan oleh para implementator dan bagaimana dampaknya
terhadap masyaralat mavpun stakeholdernya.

Menurt Farn Meter dan Van Horn, 1975 (Nawawi, 2017:131) implementasi kebijakan adalah
suaty tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat dan kelompok pemerintah atau swasta
vang diarahkan untuk mencapai tojuan ingin digariskan dalam keputusan kebijakan. Terdapat
enam variabel, yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu: (1) sasaran, ulwran dan fujuan
kebyjakan, (1) sumberdaya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) sikap/kecendrungan (disposition)
para pelakszana (5) komunikasi antar orgamisasi dan altivitas pelaksana sertz (6) kondist
linglungan ekonomi, sosial dan politik.

3. Indikator Implementasi

Selanjutnya peneliti menetapkan indikator kebijakan menurut Donald 5. Van Meter & Carl E.
Vann Horn dalam (Nawawi, 2009) yang mempengaruhi kinerja sebuah implementasi tersebut,
vakni;

1) Standar sasaran kebijakan Setiap kebijakan harus mempunyai standar suatu sasaran
kebijakan jelaz dan terukur. Dengan ketenfuan tersebut tujuannya dapat terwjudkan.

2) Sumber daya. Dalam supatu implementasi kebijakan perlu dukupagan sumber daya bail
sumber daya manusia (Aumae resources), mavpun sumber daya matnial (matrial resources),
dan sumber data metoda (method resources). Dari ketiga sumber dava tersebut, vang paling
penting adalah suwmber daya manusia, karena disamping sebagai subjek implementas
kebijakan juga termasuk objek kebyjakan publik.

3) Komumkas: antar organizasi dan penguatan aktivitas. Dalam  banyak program
implementasi kebijakan, sebagai realitaz dan program kebijakan perlu hubungan vang baik
atitar instans yang terkait, yvaitu dukungan komunikasi dan koordinasi.

4) Karakteristik pelaksana. Dalam suatu implementasi kebijakan agar tercapai keberhasilan
maksimal harus dudentifilasikan dan diketalin karalderistik agen pelaksana yang mencaloup
strulttur birokrasi, normanorma dan pola-pola hubungan vang terjadi dalam birolorasi, semua
ity akan mempengaruhi implementasi suatu program kebyjakan yang telah ditentukan

5) Linglungan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Dalam variable ini mencalup sumber
daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan dalam implementasi kebijakan
dialkukan.

1) Disposisi implementor. Dalam implementasi sikap atau
disposisiimplementor  meliputi  respon terhadap kebijakan, kondisi
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implementor dalam melaksanakan kebijakan dan intensitas disposisi
implementor yaitu prefensi nilai yang dimiliki.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Puskesmas Ngagel Rejo Kota Surabaya Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode lualitatif Teknik pengumpulan data yang peneliti
punakan dalam penelitian ind vaitu observasi, wawancara, dan dolumentazi. Pada penelitian ini
memjadi indikator penelitinya adalah untuk mengetahui sejavh mana Implementasi Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan pada Puskesmas Ngagel Rejo Kota Surabaya.

Penentuan informasi dalam peneliian ini menggunakan non-probabilify sampling yarto
dengan menggunakan metode Puwrposive Sampling Analisis data yang digunakan berupa
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Standar Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan dalam hal standar pelayanan minimal bidang
kesehatan sejati sangat mempengaruhi beberapa kepentingan masyarakat meliputi
kesejahteraan kesehatan, perlindungan serta keamanan masyarakat, kemudahan
akses dalam meneriman pelayanan kesehatan.

Adanya SPM bidang kesehatan ini sangat amat membantu ya bagi, masyarakat
juga, lebih dapat perlindungan untuk kesehatan umum.(Wawancara dengan Dra.
Febria Sukmaini 15 Mei 2023).

SPM bidang kesehatan untuk masyarakat ini seperti tata cara, jadi masyarakat
tau antara hak dan kewajibanya. Contoh apabila ada masyarakat atau pasien yang
akan berobat dan mendapat pelayanan kesehetan dia harus mendaftar dulu, setelah
daftar sudah tertera juga di jadwal pelayanan sehingga meraka paham step-by-step
nya dan itu diatur dalam SPM. Kita juga sebagai pemberi layanan kesehatan
berusahasemaksimal mungking untuk mengikuti peraturan SPM tersebut. Ya pada
intinya lebih tertata lah alurnya. (Wawancara dengan Septa Suprihatin 15 Mei
2023

Berdasarkan tanggapan dari informan 1 dan 2 sudah bisa menggambarkan alur
SPM sudah tersusun rapi. Bahkan dalam sebuah pengambilan keputusan terdapat
adanya evaluasi. Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan SPM di Puskesmas
Ngagel Rejo Kota Surabaya sudah baik Para staf dan pegawai Puskesmas Ngagel
Rejo melaksanakan kebijakan SPM di bidang kesehatan.

Hal tersebut sudah sesuai dengan teori Donald S. Van Meter & Carl E. Van
Horn dalam (Nawawi, 2009) yang mempengaruhi kinerja sebuah implementasi
yaitu Standar sasaran kebijakan. Setiap kebijakan harus mempunyai standar suatu
sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat
terwujudkan.

2. Sumber Daya

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan akan sangat diperlukan
entah personil individu, atau organisasi guna melaksanakan kebijakan tersebut.

91



PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik,
Vol. 3 No. 03, Mei (2023) e-ISSN: 2797-0469

Tanpa adanya personil atau pelaksana sebuah kebijakan tidak akan berjalan dan
hanya sebuah selebaran wacana kerja.oleh karena itu ketersediaan pelaksana yang
mumpuni dan berkompetensi dapat mendorong berjalannya hingga keberhasilan
sebuah kebijakan tersebut.

Dalam hal fasilitas Puskesmas Ngagel Rejo sudah layak dan mampu
mendanai dalam pengelolaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal bidang
kesehatan bila mana ada kasus rujukan.

Untuk segi prasana serta peralatan untuk saat ini cukup ya, untuk
menunjang pelayanan ke masyarakat.” (Wawancara dengan Dra. Febria Sukmaini
15 Mei 2023).

Fasilitas sudah oke, sudah bisa membantu kalau tidak sempat ke Rumah
Sakit (RS).” (Wawancara dengan Bapak Harris (44tahun) pada 17 Mei 2023).

Dengan tercukupinya fasilitas yang ada di Puskesmas Ngagel Rejo akan
menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan juga melaksanakan
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan. Dalam indikator ini sudah seusai
dengan teori Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn dalam (Nawawi, 2009),
sumber daya merupakam faktor terpenting dalam proses implementasi kebijakan
agar berjalan efektif. Namun dalam indikator ini masih harus ditambah seorang
personil atau operator untuk menunjang pelayanan berbasis digital.

3. Hubungan Antar Organisasi

Dalam proses pelaksanaan implementasi akan sangat erat dengan hubungan
antar organisasi, ini juga bisa dikatakan sebagai dukungan dan koordinasi kerja
antar instansi agar sebuah program implementasi bisa berhasil. Dikarenakan
sebuah instansi juga memerlukan bantuan dari instansi lain sekalipun program
kegiatan tersebut bukan prioritas bidangnya.

Sudah ada MOU atau surat penawaran Kkerja sama resmi dari beberapa
instansi lain” (Wawancara dengan Septa Suprihatin 17 Mei 2023).

Hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan implementasi SPM sudah
baik, dikarenakan pihak lain atau luar juga ikut andil dan mendukung kegiatan
yang diadakan oleh Puskesmas Ngagel Rejo Kota Surabaya demi menunjang
pencapaian target SPM bidang kesehatan itu sendiri. Hal ini juga sudah sesuai
dengan teori Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn dalam (Nawawi, 2009),
namun yang harus tetap dijaga oleh implementor adalah rasa kejujura, komitmen,
dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki hubungan yang baik dengan
instansi lain maka proses berjalanya implementasi kebijakan standar pelayanan
minimal (SPM) kesehetan juga akan berjalan baik dan efektif.

4. Karakteristik Agen Pelaksana
Prosedur pelaksanaan kebijakan dan institusi lainya yang terlibat serta
pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain. Dalam penerapan SPM pengelola
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Staf disini sudah menjalankan kebijakan SPM tersebut karena itu punya aturan dan sanghut
pautnya dengan S0P pelayanan, bahkan sudah sering dizosializasilan ke masing-masing bagian
pelayanan Puskesmas. Para staf manajemen saling berkoordinasi untuk terus mempertansoung
jawabkan SOP. Karena itu juga berimbas kepada pelayanan kita terhadap masyarakat. (Wawancara
dengan Dra Febria Sukmaini 15 Mei 2023).

Hal ini sudah sesuwai dengan teori Donald 5 Van Meter & Carl E Vet Horn dalam
iNawawi, 2009), yang dimana sebuah implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM)
Eezehatan alan berjalan baik dan mencapai target ditentulan oleh karaldteristis agen pelaksanarnya
dalam memberikan pelayanan Dalam indilzator ind para agel pelaksana di Puskesmas Ngagel Rejo
zndah menjalankan tugasnya dengan baik dan mengerti tentang tanggung jawab masing-masing.

5. Lingkungan Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik

Dalam indikator yang mencakup kondisi ekonomi linglungan, sosial, bahkan politik dapat
mendukung keberhasilan implementas: kebijakan serta dapat mengetahu sejauh mana kelompok-
kelompeok bekepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.

Tidak ada perbedaan antar setiap pelayanan, semua diperlalukan sama dengan porsi masing-
mazing. Kita sudah merasa aman  dan ayvaman dengan  segala  pelayanan  yang
diberikan (Wawancara dengan Nanie Kris (2%tahun) pada 19 Meq 2023).

harus paham betul prosedurnya, harus jelas alur dan pelaksanaanya serta
koordinasinya karena tidak melibatkan satu pihak saja.

5. Disposisi Implementor

Dalam indikator ini peneliti ingin mengetahui apakah dalam proses kerja di
Puskesmas Ngagel Rejo sejuah mana para staf pegawai memahami tanggung-
jawab jabatanya yang ada dimana hal tersebut juga akan mempengaruhi jalan-nya
kebijakan SPM bidang Kesehatan

Saya rasa semua disini staf nya kompeten dan paham semua kalau ada pasien
yang kebingungan atau bertanya tentang pelayanan, informasi, (Wawancara
dengan Bapak Pandji (46tahun) 14 Juni 2023).

Agen pelaksana mampu memahami juga substansi pelayana SPM dimana
pelayanan yang diberikan oleh pihak Puskesmas Ngagel Rejo Kota Surabaya
sudah punya standar sehingga pelayanan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya
dan sesuai harapan. Berkaitan dengan insentif di Puskesmas Ngagel Rejo tidak
ada hal yang seperti itu karena setiap pekerjaan yang dilaksanakan karyawan/staf
sudah merupakan pekerjaan sehari-hari, jadi tidak perlu dan tidak ada
karyawan/staf yang dibayar dulu baru mengerjakan pekerjaan. Secara garis besar
agen pelaksana dapat menangkap substansi SPM bidang kesehatan yang
diterapkan Puskesmas Ngagel Rejo denngan baik dan berdasar pada point-point
penting diantaranya adalah perencanaan, kejelasan pelayanan, dan waktu
pelayanan. Hal ini sudah sesuai dengan teori Donald S. Van Meter & Carl E. Van
Horn dalam (Nawawi, 2009) karena dalam indikator ini meliputi sikap
implementor dalam merespon sebuah kebijakan dan sampai pada proses
implementasi kebijakan tersebut. Pada Puskesmas Ngagel Rejo disposisi
implementor dalam merespon kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) sudah
baik namun tetap harus dijaga
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Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Standar Pelayanan
Minimal Bidang (SPM) Kesehatan.
A. Pelayanan Kesehatan Jiwa
1) Faktor Penghambat
a. Untuk permasalahan dalam pelayanan ini para petugas dihadapkan
dengan berbagai karakteristik sifat yang berbeda-beda, dan setiap
karakter memiliki masalah dan kesulitan masing-masing.
2) Faktor Pendukung
a. Pada masyarakat di jemput pola, sehingga pada saat petugas datang
akan memberikan pelayanan akan timbul rasa antusias yang bagus.
B. Pelayanan Kesehatan KIA/KB dan Imunisasi
1) Faktor Penghambat
a. Masih ada beberapa ibu-ibu yang tidak mau mengikuti dan
berpatisipasi dalam bimbingan konseling yang terkadang diadakan
oleh pihak puskesmas.
2) Faktor Pendukung
a. Melalui petugas untuk gencar melakukan sosialisasi dan juga melipat
TIM PKK dan posyandu.
C. Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus (Rumah ABK)
1) Faktor Penghambat
a. Masih banyak masyarakat yang kurang akan edukasi terhadap cara
menangani, melayani, dan merawat anak berkebutuhan khusus
(ABK).
2) Faktor Pendukung
a. Melalui kegiatan berkala yang diadakan pihak Puskesmas Ngagel
Rejo dan turun ke lapangan langsung dalam ikut serta melayani anak
berkebutuhan khusus (ABK).
D. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
1) Faktor Penghambat
a. Kurangnya edukasi akan pentingnya merawat kesehatan gigi dan
mulut, mulai lapisan masyarakat usia anak-anak, remeja, bahkan
sampai dewasa.
2) Faktor Pendukung
a. Selain memberikan pelayanan pada saat pasien sedang periksa,
petugas juga tidak bosanya memberikan edukasi dan arahan dalam
hal pentingnya merawat kesehatan gigi dan mulut.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan SPM di Puskesmas Ngagel Rejo
Kota Surabaya masih ditemukan hambatan yang dapat dilihat oleh ke-6 indikator
pengimplementasian kebijakan menurut Van Meter & Van Horn (1975) (dalam
Nawawi, 2009) sebagai berikut.

Standar dan Sasaran Kebijakan meliputi SOP yang diterapkan oleh
Puskesmas Ngagel Rejo Kota Surabaya telah paten, terukur, dan terlaksana
bahkan dapat menimbulkan kenaikan pencapaian SPM, Sumber Daya di

94



PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik,
Vol. 3 No. 03, Mei (2023) e-ISSN: 2797-0469

Puskesmas Ngagel Rejo Kota Surabayatelah cukup dan mumpuni baik sarana dan
prasaranya, namun perlu ada sedikit peningkatan dalam penambahan operator
untuk pengelolaan pelayanan digital. Hubungan Antar Organisasi sagat
mendukung seperti melakukan kerja sama dalam pembuatan kegiatan vaksinasi.
Karakteristik Pelaksana seperti petugas puskesmas yang telah memahami tugas
dan tanggung jawab masing-masing, Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik sangat
mendukung dimana pengunjung yang sedang melakukan pelayanan merasa aman,
nyaman, dan tidak mendapat diskriminasi atau perlakuan yang berbeda dengan
yang lain. Disposisi Implementor seluruh jajaran staf mulai dari kepala puskesmas
hingga staf pembantu selalu konsisten dalam melakukan evaluasi kerja demi
meningkatkan pencapaian SPM pada setiap tahunnya.

Sehingga apabila di tarik kesimpulan bahwa pengimplementasian SPM
bidang kesehatan demi meningkatkan mutu pelayanan pada Puskesmas Ngagel
Rejo Kota Surabaya sudah berjalan baik, namun masih perlu adanya peningkatan
dalam indikator sumber daya.
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